






Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta atau Wildlife Rescue Centre 
(WRC) sebagai side project nya dalam melakukan pelaksanaan 
konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY hanya berperan 
dalam perawatan dan rehabilitasi satwa-satwa yang dilindungi yang 
merupakan korban perdagangan, penangkapan, dan pemeliharaan 
sebagai hewan peliharaan, satwa-satwa yang tersebut berasal dari hasil 
penegakan hukum oleh BKSDA. Satwa-satwa tersebut akan menjalan 
program konservasi yang di lakukan oleh WRC sesuai dengan 
keadaan dan kebutuhan dari satwa tersebut dengan berpedoman 
kepada Etika dan Kesejahteraan satwa. Program konservasi yang 
dilakukan WRC memiliki tujuan mulia yaitu salah satunya untuk 
dapat melepasliarkan satwa tersebut ke habitat aslinya. 
2. Masa lalu WRC pada saat masih berbentuk PPSJ dan pada saat masih 
berkerjasama dengan Gibbon Foundation mewariskan asset yang 
begitu besar kepada WRC saat ini. Asset-asset tersebut berada diatas 
lahan seluas 13,9 hektar, dimana lahan tersebut akan berakhir masa 




menjadi kendala yang sangat besar, dimana tanah tersebut merupakan 
inti dari keberadaan WRC. Selain lahan kendala lain nya juga berupa 
kesadaran masyarakat yang minim mengenai betapa pentingnya 
keberadaan satwa yang dilindungi tersebut dalam habitat aslinya. 
Masyarakat tergiur oleh keuntungan yang dapat dihasilkan dari 
berdagang satwa dimana perdagangan satwa tersebut didorong oleh 
pasar yang menjanjikan. Sedangkan kehilangan atau berkurangnya 
suatu spesies satwa pada habitatnya dapat merusak atau menganggu 
suatu ekosistem yang terdapat. Kendala terbesarnya merupakan semua 
program konservasi yang terdapat di Indonesia tidak akan berhasil 
baik apabila pintu untuk melakukan perdagangan dan pemeliharaan 
satwa masih sangat terbuka lebar dan satwa yang sudah di ambil dari 
habitatnya membutuhkan waktu yang lama untuk bersikap alami 
kembali tanpa gangguan fisik maupun psikis, dan dengan 




Berdasarkan kesimpulan yang ditarik daari data hasil penelitian yang telah 
di analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. BKSDA dan WRC memerlukan kordinasi secara khusus atau 
perjanjian tersendiri mengenai tugas pokok dan fungsi, kapasitas atau 




konservasi untuk memaksimalkan program pelepasliaran satwa ke 
habitatnya. 
2. WRC perlu memaksimalkan izin Lembaga Konservasi yang berupa 
Taman Satwa dengan memperbaiki dan merubah set up area sesuai 
dengan persyaratan Lembaga Konservasi dalam bentuk Taman Satwa 
sesuai dengan yang di cantumkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia No P31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga 
Konservasi. 
3. Perpanjangan yang akan habis apda tahun 2022 tersebut merupakan 
inti dari keberlangsungan dan keberadaan WRC, dengan itu maka 
WRC dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari bahkan dapat 
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki WRC saat ini. Dengan 
lahan seluas 13,9 hektar WRC memiliki potensi untuk merubah 
infrastrukturnya untuk menjadi Taman Satwa dan dapat menjadi salah 
satu destinasi wisata di Yogyakarta. 
4. Regulasi maupun penegakan hukum terkait perdagangan dan 
pemeliharaan satwa dikira harus di perbarui mengingat bahwa dapat 
dikatakan seluruh program konservasi yang berada di Indonesia tidak 
akan berhasil bila pintu perdagangan, perburuan dan pemeliharaan 
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